BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.183, 2010 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Satwa Buru.
Penggolongan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.19/MENHUT-11/2010
TENTANG
PENGGOLONGAN DAN TATA CARA PENETAPAN JUMLAH
SATWA BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) dan
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
1994 tentang Perburuan Satwa Buru telah ditetapkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 460/Kpts-11/1999
tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah
Satwa Buru;

b. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 460/Kpts-
11/1999 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penyesuaian
dengan perkembangan organisasi dan tata kerja
Departemen Kehutanan serta kondis saat ini dalam
penggolongan dan tata cara penetapan jumlah satwa buru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
butir adan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kehutanan tentang Penggolongan Satwa Dan Tata Cara
Penetapan Jumlah Satwa Buru;
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Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang

Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3544);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
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137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Dagrah  Provinsg/ Pemerintah  Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978

tentang Pengesahan Convention on International Trade in
Endangered Species (CITES) of Wild Faunaand Flora;

. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kabinet IndonesiaBersatu I1:

. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005

tentang Organisass dan Tata Kerja Departemen
Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.
64/Menhut-11/2008 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 80);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-

11/2007 tentang Organisas dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Balai Konservas Sumber Daya Alam.

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENGGOLONGAN DAN TATA CARA PENETAPAN
JUMLAH SATWA BURU.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Satwaburu adalah jenis satwal liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu.

2. Satwaliar adalah semua satwa yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau
di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baikk yang hidup bebas
maupun yang dipelihara oleh manusia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Satwa tidak dilindungi adalah satwa liar yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan termasuk jenis tidak dilindungi.

Satwa dilindungi adalah satwa liar yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan termasuk jenis dilindungi.

Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagal tempat
diselenggarakan perburuan secarateratur.

Kebun buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh
badan usaha dengan sesuatu atas hak, untuk kegiatan perburuan.

Areal buru adalah areal di luar taman buru dan kebun buru yang di
dalamnya terdapat satwa buru, yang dapat diselenggarakan perburuan.

Jumlah satwa buru adalah jumlah dan jenis satwa buru yang diperbolehkan
untuk diburu.

Jatah satwa buru adalah jumlah dan jenis satwa buru yang diizinkan untuk
diburu.

Pemegang izin pengusahaan taman buru adalah badan usaha yang
berbentuk badan hukum yang mempunyai izin pengusahaan taman buru.

Pemegang izin usaha kebun buru adalah badan usaha yang berbentuk badan
hukum yang mempunyai izin usaha kebun buru.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang K ehutanan.

Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Otoritas Kellmuan
(Scientific Authority) adalah otorita yang mempunyal kewenangan berdasar
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan
pendapat ilmiah dalam rangka pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan
bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
(UPT BalLitBangHut) adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang
penelitian dan pengembangan yang merupakan Balai Besar/Balai
LitBangHut.
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17. Kepala UPT BalitBangHut adalah Kepala Balai Besar/Balai Penelitian
dan Pengembangan Kehutanan yang bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan K ehutanan.

18. Unit Pelaksana Teknis Konservas Sumber Daya Alam (UPT KSDA)
adalah organisas pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumberdaya
aam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari Bala Besar Konservas
Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) dan Balai Konservass Sumber
Daya Alam (Bala KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal.

19. Kepala UPT KSDA adalah Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai
KSDA setempat.

BAB Il
PENGGOLONGAN SATWA BURU
Pasal 2
(1) Satwa buru pada dasarnya adalah satwalliar yang tidak dilindungi.

(2) Dalam hal tertentu, jenis satwa dilindungi dapat ditetapkan sebagai satwa
buru.

(3) Jenis satwa dilindungi yang ditetapkan sebagal satwa buru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dalam rangka:

a. pengendalian hama;

b. pembinaan populasi;

C. pembinaan habitat;

d. penelitian dan pengembangan;

e. rekayasa genetik;

f. memperoleh bibit penangkaran;

g. pemanfaatan hasil penangkaran.
Pasal 3

Satwa buru sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
digolongkan menjadi :

a. burung;
b. satwa kecil:
C. satwa besar.
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